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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Formula baru upah minimum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Akibatnya,

kebutuhan hidup layak KHL , sebagai faktor utama dalam penentuan angka upah minimum juga harus

direvisi regulasinya. Selain itu, penentuan nilai KHL pada awalnya ditentukan melalui survei harga pasar

yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Akan tetapi, pada implementasinya, penentuan nilai KHL

berdasarkan survei menjadi tidak valid karena adanya kepentingan pribadi dari masing-masing unsur Dewan

Pengupahan. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan bagaimana keterlibatan unsur tripartit dalam

formulasi Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis

dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Permenaker 21/2016 telah melalui beberapa

tahapan seperti identifikasi masalah, persiapan penyusunan rancangan peraturan menteri, pembuatan draf,

harmonisasi final, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Formulasi Permenaker ini juga

melibatkan keseluruhan unsur tripartit pada tahap identifikasi masalah. Sempitnya waktu dalam pembuatan

kebijakan serta kurangnya keterbukaan selama proses formulasi kebijakan memengaruhi kualitas

Permenaker 21/2016 dan mengarah pada penolakan serikat pekerja. Kurangnya sosialisasi dan resistensi

serikat pekerja juga memperparah penolakan yang muncul dari serikat pekerja terhadap Permenaker

21/2016.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The new minimum wages formula has been stipulated in Peraturan Pemerintah No 78 of 2015 about wages.

As a result, the previous regulation about decent living needs KHL , as a main factor in determining

minimum wages must be revised. Besides that, KHL value initially determined by market price survey that

conducted by Local Wage Council. However, the implementation which based on survey became invalid

due to the difference self interests between each of the elements of Local Wage Council. This thesis

discusses how policy formulation process of Minister of Manpower Regulation No 21 of 2016 about Decent

Living Needs KHL and how tripartite actors have been involved in that formulation. This research used

qualitative approach and was analyzed using primary data which is collected by in depth interview. To

support the primary data, researcher also used secondary data, ie literature study . The results of this

research shows that Policy Formulation of Permenaker 21 2016 has through several stages, such as problem

identification, preparation in making draft, drafting choose the best alternative , final harmonization, and

establishment the regulation. Formulation of Permenaker 21 2016 also involve the whole tripartite actors on

problem identification step. Limited time and lack of transparency during the formulation process affect the
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quality of policy and lead to the rejection by unions. Lack of socialization and unions resistence exacerbate

the rejection from unions to the Permenaker 21 2016. Key Words Decent Living Needs, Minimum Wages,

Policy Formulation, Tripartite.


